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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 84 TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN 

 

DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dan 

mewujudkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang semakin 

dinamis perlu dilakukan pengawasan intern yang lebih 

efektif di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai 

dengan standar audit intern, kode etik auditor, dan 

praktik profesi audit intern; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Menteri 

bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan 

sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian 

Kesehatan;  

c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam 

pelaksanaan pengawasan intern sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, diperlukan tata kelola pengawasan intern 

yang baik;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
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menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Tata 

Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian 

Kesehatan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA KELOLA 

PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

KESEHATAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, 

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 

intern lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 

organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang 

memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai 

dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif 

dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam 

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.  

2. Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen yang 

menyatakan penegasan komitmen dari Menteri 

Kesehatan terhadap arti pentingnya fungsi Pengawasan 

Intern di lingkungan Kementerian Kesehatan. 

3. Tim Pengawasan Intern adalah tim yang ditunjuk dengan 

surat tugas pimpinan Inspektorat Jenderal untuk 

melaksanakan Pengawasan Intern. 

4. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara 

fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah 

aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung 

jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. 

5. Satuan Kepatuhan Intern yang selanjutnya disingkat SKI 

adalah perangkat satuan kerja yang ditunjuk/memiliki 

tugas untuk membantu manajemen dalam melaksanakan 

pemantauan tata kelola organisasi, manajemen risiko, 

dan pengendalian intern. 

6. Komite Audit adalah komite pengawasan independen 

yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan untuk 

memberikan saran strategis terkait Pengawasan Intern, 

pelaporan keuangan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan 

Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 

7. Satuan Kerja adalah unit organisasi yang melaksanakan 

administrasi tertentu dan memenuhi unsur yang 
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menangani urusan kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, dan administrasi umum. 

8. Tata Kelola Organisasi adalah kombinasi proses dan 

struktur yang dilaksanakan oleh manajemen untuk 

menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan 

memantau kegiatan organisasi menuju pencapaian 

tujuannya. 

9. Manajemen Risiko adalah proses  yang  proaktif  dan  

kontinu meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, 

pengendalian, informasi komunikasi, pemantauan, dan 

pelaporan risiko, termasuk berbagai strategi yang 

dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya.  

10. Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada 

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 

negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. 

11. Peta Kegiatan Penjaminan Kualitas adalah teknik yang 

digunakan oleh Inspektorat Jenderal untuk melakukan 

koordinasi dan analisis terhadap peran dan cakupan dari 

seluruh pemberi jasa penjaminan kualitas. 

12. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk 

dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di 

lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah 

daerah. 

13. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang 

selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang 

bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

14. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang 

selanjutnya disingkat BPKP adalah APIP yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 
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15. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH 

adalah lembaga atau badan yang mendapat wewenang 

untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan 

amanat peraturan perundang-undangan. 

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

 

Pasal 2 

Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian 

Kesehatan wajib diterapkan oleh: 

a. APIP; 

b. unit Eselon I;  

c. Satuan Kerja; dan 

d. satuan kerja penerima dana dekonsentrasi.  

 

Pasal 3 

Ruang lingkup pengaturan Tata Kelola Pengawasan Intern di 

Lingkungan Kementerian Kesehatan meliputi:  

a. tanggung jawab terhadap Tata Kelola Organisasi, 

Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern; 

b. tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam 

Pengawasan Intern; 

c. manajemen Pengawasan Intern; 

d. penjaminan kualitas dan peningkatan independensi 

Pengawasan Intern; 

e. koordinasi Pengawasan Intern; 

f. sistem informasi Pengawasan Intern; 

g. tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan 

BPKP; 

h. penerapan perangkat profesi;  

i. penghargaan dan sanksi; dan 

j. monitoring dan evaluasi. 

 

 

 

 

 


